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BUPATI  SI TUBONDO

PROⅥ NSI J AWA TIMUR

PERATURAN BUPATI  SI TUBONDO
NOMOR t t  TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  SI TUBONDO NOMOR 10 TAHUN
2014 PETUNJ UK TEKNI S PEMBERIAN HADIAH ATAS PELUNASAN PAJ AK
ンBuMI  DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN{PBB̈ P2)

BAGI  PEMERINTAH DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN
DI  KABUPATEN SI TUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menl mbang

BUPATI SITUBONDO,

bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan

Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2Ol4

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Situbondo serta dalam rangka optimalisasi pencapaian

target Pendapatan Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan

sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dipandang

perlu merubah Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis

Pemberian Haciiah atas Pelunasan Pajak Bumi dan

Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Bagi

Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten

Situbondo.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47,

Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor a286\;

u
Jalan PB. Sudirman Nomor l. Situbondo. Provinsi Jawa Timur

Telepon (0338) 67116 Email : intb@pemdasitubondo.go.id `
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

2OO4 tentang Pemcriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aaOO\

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (l-embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a8afl;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4
Nomor 126, 1'ambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3637);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2g 'rahun
2oo9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi I)aerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5Oa9);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2oti tentang Pembenl-ukan peraturan perundang-

undangan (I,<r'mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O1I Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523fl;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5g
Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 74O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indorresia Nomor aS78);
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72

Tahun 2005 tenta"ng Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nornor aE57l,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79

Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a599);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38

Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Propinsi dan Pernerintahan Daerah KabupatenlKota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 37a7);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 20lO tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah,
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
7O Tahun 2Ol2;

Peraturan Me,teri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2Oll;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2006 tentang pedoman Administrasi
Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubrik Indonesia
Nomor 37 Tahr-rn 2oo7 tentang pedoman pengelolaan

Keuangan DesaL;

Peraturan Me,teri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2008 tentang pedoman Tata Cara
Pengawasan atas Penyelenggaraan pemerintahan

Desa;

Peraturan Daerah Kabupatcn Situbondo Nomor i3
Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber pendapatan

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2006 Nomor i3);
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor LT

Tahun 2006 tentang Perencanaan pembangunan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006
Nomor 17);
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Peraturan Daerah kabupaten Situbondo Nomor 18

Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006

Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah

Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten

Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13

Tahun 2OO8 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2Ol4
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014

Nomor 18);

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2oll
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Situbondo

Tahun 2OII Nomor 19);

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2Ol2

tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Situbondo

(Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol2

Nomor 30);

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 33 Tahun 2Ol4

tentang Uraiana T\rgas dan Fungsi Dinas Pendaptan,

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo

Tahun 2OL4 Nomor 33).
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MEMUTUSKAN:

Menet apkan :   PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  SI TUBONDO
.         NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJ UK TEKNI S

PEMBERIAN HADIAH ATAS PELUNASAN PAJ AK BUMI
DAN  BANGUNAN  SEKTOR  PERDESAAN  DAN
PERKOTAAN {PBB̈ P2)  BAGI  PEMERINTAH DESA/
KELURAHAN  DAN  KECAMATAN  DI   KABUPATEN
SI TUBONDO.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo

Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pctunjuk Teknis Pemberian

Hadiah atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Bagi Pemerintah

Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Situbondo

(Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor

10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 6

diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Situbondo.

3. Bupati adalah Bupati Situbondo.

4. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah

Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten

Situbondo.

5. Kepala Dinas Dinas Pendapatan, Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya

disebut Kepala DPPKAD adalah Dinas Pendapatan,

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Situbondo.

6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang

selanjutnSra disingkat PPTK adalah Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan Program Peningkatan

dan Petgembangan Pengelolaan PBB dan BPHTB

pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten

Situbondo.

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai

perangkat daerah Kabupaten Situbondo.

8. Camat adalah wakil Pemerintah Daerah di wilayah

Kecamatan yang bersangkutan dan bertanggung

jawab kepada Bupati.
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9. Anggaran Pendapatan dan tselanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Situbondo.

10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan

adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati di

Kabupaten Situbondo.

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan

Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Desa.

L2.Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang

terdiri dari -sekretaris Desa dan Perangkat Desa

lainnya.

13. Hadiatr adalah Bantuan Keuangan Pemerintah

Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo bagi

Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang memenuhi

target pelunasan sektor Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai dengan

jadwal yang telah ditetapkan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi

sebagai berikut :

I

Pasal 7

Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan penerima

hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPPKAD.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal

9 berbunyi sebergai berikut :

Pasal 9

(1) Pemer:inuah Desa mengajukan sr:rat permohonan

pencairan hadia.h kepada Bupati Situbondo Cq.

Kepala DPPIGD untuk diverifikasi, dengan
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melampirkan Keputusan Kepala DPPKAD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rincian
penggunaan hadiah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8.

(2) Setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, Kepala

DPPKAD melalui PPIK menyalurkan pcncairan

hadiah langsung dalam I (satu) tahap ke Rekening

Kas Pemerintah Desa pada Bank Pembangunan

Daerah Jawa Timur Cabang Situbondo.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan

Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Kelurahan/Kecamatan mengajukan surat

permohonan pencairan hadiah kepada Bupati

Situbondo Cq. Kepala DPPKAD untuk diverifikasi,

dengan melampirkan Keputusan Bupati

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rincian

penggunaan hadiah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8.

(2) Setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, Kepala

DPPKAD melaiui PPIK menyerahkan hadiah

kepada Kelurahan/ Kecamatan melalui

Lurah/Camat masing-masing pemenang hadiah.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan

Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Camat memfasilitasi Desa/Kelurahan dalam

pengajuan pencairan, pengendalian penggunaan

dan pertanggungjawaban penggunaan hadiah bagi

Pemerintah Desa/ Kelurahan.

(2) DPPKAD melal<sanakan pembinaan, monitoring

dan evaluasi terhadap penyaluran hadiah bagi

Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
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Peraturan Bupati

Pasal II

ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Situbondo.
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SEKRETARI S DAERAH
KABUPATEN SI TUBONDO,

BERI TA DAERAH KABUPATEN SI TUBONDO TAHUN 2014 NOMOR Y3

BUPATI  SI TUBONDO,

DADANG WIGIARTO
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